
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1098, 2013 KEMENTERIAN PERTANIAN. Sapi. Pemasukan. 
Impor. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 87/Permentan/PD.410/9/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
85/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, 
 SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA 

 REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 
85/Permentan/PD.410/8/2013, telah ditetapkan 
Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap 
Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelayanan 
kepabeanan, kode HS Sapi dalam lampiran Peraturan 
Menteri Pertanian  Nomor 85/Permentan 
/PD.410/8/2013 harus diharmonisasikan dengan Buku 
Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan peraturan 
perundang-undangan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu 
mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013; 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013.1098 2

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina   Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World 
Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan 
Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 
1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3101);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang  
Karantina  Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4347);  

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang  
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
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Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ 
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian;  

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 
OT.140/12/2011 tentang Tempat-tempat Pemasukan 
dan Pengeluaran Hama Penyakit Hewan Karantina dan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 

14. Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 
85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan 
Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR 85/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG 
PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI 
SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal I 

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 
85/Permentan/PD.410/8/2013  tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi 
Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia, sehingga menjadi sebagai berikut: 

No Pos Tarif/HS Jenis Ternak 

1 01.02 Binatang jenis lembu, hidup. 

 
Ex 0102.29.10.90 

----Sapi Bakalan berat maksimal 350 kg 

---- Sapi Siap Potong Jantan  

2 Ex 0102.29.90.00 
---Sapi Siap Potong Betina 

--- Sapi Indukan 

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 
85/Permentan/PD.410/8/2013  tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi 
Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik 
Indonesia, masih tetap berlaku. 
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Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 September 2013 
MENTERI PERTANIAN                                                      
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SUSWONO 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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